SALINAN

BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUTIORI

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTARG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Memimbang

Menpingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

L]

BUPATI SUPIORI,

bahwa schubunpan dengan perkembangan yang tidak sesum
denpan asums: kebipakan Umum Anggaran Pendapatan  dan
Belanja Dacrah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara
unil orpanisass, antara kegatan dan jems belanga, maka perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Angpraran 2020,

hahwa berdosarkan perimbangan sebagmimana dimaksud poda
hurul a, perlu menetapkan Peraturan Dacrah Tentang Pentbahan
Anpgaran Pendapatan don Belanga Docrah Tahun Angparan 2020,

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentong Pembentulan
Propinss Otonom lnoan Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonam
D Propinm Inan Barat (Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 1909, Tambahan Lembaran Nepara Nomaor
2007).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran  Negara Nomor 33132
schapaimana telah diubah denpan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumu dan Banpunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1569),

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones:a Nomor 36885), scbagmmana telah  dicbah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan
alas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tenlang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988); d
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nemor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 {entang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4280);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tenlang Pembentukan
Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara
Nomor 4319y,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanpgung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Dacrah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nemor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lcnlang Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679); [
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegaowai Negen Sipil (Lemabaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) schagamana telah diubah beberapa kali terkhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Perubahan keempat belas Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tohun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negen  Sipil
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2012 Nomor 32J,

Pernturan  Pemenntalhh  Nomor 109 Tohun 2000  tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lemnbaran Nepara Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4028),

Peraturan Pemenniah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Penmbangan |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20035 tentang Sistem
Informasi  Keuangan Daerahh  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 45706);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Revangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomer 139, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
4578),

Peraturan Pemenntah Nomer 65 Tahun 2005 1entang Pedoman
Penyusunan dan  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150
Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 4385,

Peraturan Pemenintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik  Negara/Dacrah  (Lembaran Negara Republhik
Indonesia Taliun 2006 Nomeor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 46049),

Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 20006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);

Peraluran Pemenintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laperan
Penyelenggaraan  Pemerininhan  Daerah  kepada  Pemerintah,
Laporan Kelerangan Pertanggungiawaban Kepala Dacrah kepada
Dewan  Perwakilan  Rokyat  Daerah  dan  Informasi  Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  kepada Masyarakat
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keunangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagumana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Pemenintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemenntah Nomor 35
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Poliuk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6l177);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Slandgr
Akuntansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indoncesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165),

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Dacrah
Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2010 Nemor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5179),

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lemnbaran Negara Nomor 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 (entang Pedoman
Pembinaan dan [Pengawasan Penyclenpggaraan  Pememntahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ho41);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratf Pimpinan dan Anggota Dewan Perwskilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahuan 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 1entang Pengadaan
Barang/.lasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Baral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198),

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/.Jasa Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomaor 33);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolann Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah;

£
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peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dan
Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Rt'gublﬂ-c
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Scbagmmana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13.
Tahun 2018 tentang Perubahan Keuga Atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomer 32 Tahun 2011 tentang Pembenan Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 463);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nepara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebapgaimana telah diubah
dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Benta Negarp Republik Indonesia Tahun 2018 Nemor 157},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republk Indonesia Tahun
2019 Nomor 655),

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Pokolk-Pokok Pengelolann Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Pruvinsi Papua Tahun 2004 Nomaor 5).

Sural Keputusan Gubermur Papua Nomor 06580 B Tahun
Anggaran 2020 Tanggal 30 September 2020 tentang Evaluasi
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Supion Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nemor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provins: Papua Tahun
2011 Nomor 4),

Peraturan Daerah Kabupaten Supion Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Daecrah (Lembaran Dacrabh Provinsi Papua
Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016
Tenlang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supion
{Lembarun Daerah Kabupaten Supion Tahun 2016 Nomor -},

Peraturan Daerah Kabupalen Supion Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan Dan Administratil Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakynt Daerah Kabupaten Supion thmb:i:un
Daerah Kabupaten Supion Tahun 2017 Nomor 4};
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Menclapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUFIORI

Dan
BUPATI SUPIORI

MEMUTUSKAN .
FERATURAN DAERAH

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020,

Pasal ]

Anggaran Pendapalan dan Belanja Dacrah Tohun Anggaran 2020 Semula

bergumlah

Rp774.741.892.1949,33

berkurang

sejumlah Rp.

122.053.683 935,00 sehingpa menjadi Rp. 652.688.208.264,33 denpan
rincian sebagai berikut :

ta

[

Pecndapatan

a. Semula

L. Bertambah /(Berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah
Perubahan

Belanja

a. Semula

b. Bertambah /(Berkurang)
Jumilah Belanjo Setelah Perubahan

Surplus/defisit setelah perubahan

Pembiayaan

i Penerimann
1} Semula
2} Bertambah /{Berkurang)
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan sctelah Perubahan

b. Pengeluaran
1] Semula
2} Bertambah /{Berkurang)
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan scielah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netla

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

1.

Rp.
Rp.

Rp

Rp.

Rp.

Pasal 2

774 741 .892.199,33
{122 053.683.935,00]

652 688.208.264,33

815.741.892.199,33
(114 093 683 935,00)

701.648.208 204,33

[48 960.000.000,00)

41.000 000.000,00
7.960 000.000,00

48 960 000.000,00
0,00
0,00
0.00

48.960.000.000,00
0,00

Pendapatan Daerah sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dary:

a. Pendapatan Asli Daerah
sejumlah
1) Semula
2) Bertambah [ (Berkurang)
Jumlah Pendapatan Ashi
Daerah Setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan sejumlah
1) Semula
2) Bertambah [/ (berkurang)
Jumlah Dana Penmbangan
Setelah Perubahan

Rp

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

38.814.188 661,00
(12.115.262.901,00)

26.698.925.760,00
642.406.481.034,00
(111.527.755.034,00)

530.878.726.000,00

d
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Lain-lain Pendapatan Dacrah
Yang Sah

1} Semula

2} Bertambah / (berkurang)
Jumlah Lain-lain Pendapatan
daernh yang Sah Setelah
Perubahan

Rp. 93.521.222.504,33
Rp. 1.589.334.000,00
Rp. 95.110.556.504,33

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdin dari jenis pendapatan:

a

Pajuk Daerah Berjumlah

1) Semula

2] Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pajuk Daerah Setelah
Perubahan

Retribusi Daerah Berjumlah
1) Semula

2] Bertambah / [berkurang)
Jumlah Retribusi Dacrah
Setelah Perubahan

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang di Pisahkan

1] Semula

2) Benamhbah / (berkurang)
Jumlah Hasil Pengeloloan
Kekayaan Daerah Yang di
Pisahkan Seiclah Perubahan

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah sejumlah

1} Semula

2} Bertambah [ {berkurang)
Jumlah lain-lain PAD yang sah
Setelah Perubahan

Rp. 5.375.000 000,00
Rp. (2.725.000.000,00)
Rp. 2.650 000 000,00
Rp. 405.000.000,00
Rp. (15 000.000,00)
Rp 390.000 000,00
Rp. 3.950 000.000,00
Rp 0 00
Rp. 3.950.000 000,00
Rp 29.084.188.66 1,00
Rp. (9.375.262.901,00)
Rp. 19.708.925 760,00

Dana Perimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b
terdini dan jenis pendapatan:

a

Dana Bagi Hasil Scjumlah

1} Semula

2} Beriambah [/ (berkurang)
Jumlah DBH Setelah
Perubahan

Dana Alokas) Umum sejumlah
1) Semula

2) Bertambah / |berkurang)
Jumlah DAU Setelah
Perubahan

Dana Alokasi Khusus scgumlah

1] Semula

2] Bertambah / [berkurang)
Jumlah DAK Setelah
Perubahan

Rp. 35 730 765.000,00
Rp. 1.129.353.000,00
Rp. 36.860 118.000,00
Rp. 467.730.979.000,00
Rp. (50.069.532.000,00)
Rp. 417.661.447.000,00
Rp. 138.944.737.034,00
Rp. (62.587.576.034,00)
Rp. 76.357.161.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdin dan jemis pendapatan :

a.

Dana Bagi Hasil Pajak dani
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lamnnya

1} Semula

2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Dana setelah

Perubahan

Rp. 6.360.801 972,00
Rp. 0,00

Rp. 6.360.801.972,00 J
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I

Dana Penyesuaian dan
Ownomi Khusus sejumlah

1] Semula Rp.
2) Bertambah [ (berkurang) Rp.

Jumlah Dana Penyesuaian dan
Ownomi Khusus
Ferubahan

Bantuan Keuangan Dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya

1} Semula Rp
2) Bertambah [/ |berkurang) Rp
Jumlah Dana Bantuan

Keuangan dan Provinsi setelah Rp.

Perubahan

Pendapatan Lainnya / Dana
Desa

1) Semula Rp

2) Bernambah / berkurang) Rp

Jumlalh Pendapatan Lainnya

selelah Perubahan Rp
Pasal 3

setelnh  Rp.

43.402.635 532,33
0,00

43.402,635.532,33

0,00
2 00O 00B.000,00

2.000.000.000,00

43.757 785.000,00
(110 666.000,00)

43.347.119 000,00

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdin dari;

.

Belanja Tidak Langsung

scejumlah

1] Semula Rp
2) Bertambaly / (berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Tidak

Langsung seiclah Penubahan Rp.
Belanja Langsung sejurnlah

1) Semula Rp.
2) Bertambah f (berkurang) Rp.

Jumlah Belanjn Langsunp

selelah Perubahan Rp.

333.525.051 989,00
3.703.5355.704,00

329 821 4956 285,00
482.216.840 210,33
(110 390 128 231,00

371.826.711.979,33

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
terdiri dan jenis belanga:

H |

Belanja Pepawan sejumlah

1} Semula Rp.
2} Bertambah / (berkurang) Rp
Jumlah Helanja Pepawai

scelelah Perubahan Rp.
Belanja Hibah scjumlah

1) Semula Rp.
2) Bertamhbah / (berkurang) Rp.

Jumlah Hibah setelnh Perubahan Rp.

Belanja Banman Sosial

scjumlah
1) Semula Rp
2) Bertambah / (berkurang) Rp.

Jumlah Bantuan Sosial setelah

Perubahan Rp.

Belanja Bantuan Keuangan
Repada Provinsi/ Kabupaten/
Rota dan Pemerintahan Desa

1} Semula Rp.
2) Bertambah / (berkurang) Rp.
Jumlah setelah Perubahan Rp.

205.343 371 989,00
114.315 BB41.704,00)

191 027 487 285,00
28 927.669 000,00

(3 452 669 000,00)
25 475.000 000,00

16.395.916.000,00
(1.019 000.000,00)

15.376.916 000,00

82.358.095.000,00
83.995.000,00
82.442.093.000,00
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Belanja Tidak Terduga Rp. 500.000.000,00

1)  Semula Rp. 15 000 000.000,00
2] Bertambah
Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp 15.500 000.000,00

Setelah Perubahian

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dan jenis belanja:

a

Belanja Pegawad sejuinlah

1) Semula Rp. 28 429 6Y4.764,85

2] Bertambah / (berkurang) Rp 5.001.496.798,00

Jumlah Belanja Pepawai

selelah Perubahan Rp. 33.431.191 562,85

Helanja Barang dan Jasa

scjurnlah

1} Semula Rp. 191.303.514.243,01

2} Bertambah [ (berkurang) Rp. (23.417.833 351,00)

Jumlah Belanja Barang dan

Jasa setelab Perubahan Rp. 167 B85 680 892,01

Belanja Modal sejumlah

1) Semula Rp. 262 483.631.202,47

21Bertambah [/ |berkurang) Rp 191 973 791 .678,00)

Jumlah Belanja Modal selelah

Perubmahan Rp. 171.509.839 529 47
Pasnl 4

Pembiayaan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdini dari:

H

Pencnmaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 41 000.000.000,00
2) Bentambah / | Berkurang) Rp. 7.960.000 000,00
Jumlah Penerimaan

Pembiayaan Selelah Perubahan Rp 48.960.000 000,00

Penenmaan sebagmwmana dimaksud pada ayat (1) huru! a terdiri dari
Jenis Penerimaan Perbiayaan:

a

S5iLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1] Semula Rp 41.000.000 000,00

2] Bertambah / ( Berkurang) Rp. 7.960.000.000,00

Jumlah S:LPA Tahun Anggaran

Sebelumnya Setelah Perubshan  Rp. 48 960.000.000,00

Pencrimaan Pinjaman Daeraly

1] Semula Rp. 0,00

2} Bertambah / ( Berkurang) Rp. 2 960.000.000,00

Jumlah Penerimann Pinjaman

Daerah Setelah Perubahian Rp. 2.960.000 000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagan udak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdin

dan :
Lampiran | Ringknsan Rancanpgan Perubahan APBD;
Lampiran [l Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemenntahan Dacrah dan Orpanisasi;

s
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Lampiran [l.a Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut
Organisasi dan Urusan Pemerintah Dacrah;

Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemenntah Daerah dan Organisasi;

Rincian Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemenintahan Dacrah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Rekapaitulasi Rancangan Perubahan Belanja Menurut

Urusan Pemerintah Dacrah, Organisasi, Program dan
Kematan;

Lampiran IL.b

Lampiran 1l
Lampiran IV

Lampiran V Rekapaitulasi Rancangan Perubahan Belanja Daerah

Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Dacrah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Reuangan Negara;
Lampiran V1 Daftar Jumlah Pegawai Per Golonpan dan Per Jabatan;
Lampiran V1l Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2020,
Lampiran VI Daftar Penyertaan Modal (Investasil Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Dacrah Tahun Anggaran 2020

Lampiran IX

Lampiran X Daltar Pakiraan Penambahan dan Pengurangan Ascl
Tetap Dacrah

Lampiran Xl Daltar kegatan-kegaiatn yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
angpearan berikutnya (DPA-L)

Lampiran X1l

Daltar Dana Cadangan

Lampian XlIl  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi

Pasal q

Bupati menctapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah i mulas berlaku pada tangeal diundangkan
Agar  sehap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Supion.
Ditetapkan di Sorendiwen
pada tangzal 9 Desember 2020
BUPATI SUPIORI
T/ CAP
JULES I'. WARIKAR
Diundangkan di Sorendiwen
pada tanggal 10 Desember 2020
SEKRETARIS DERAH KABUPATEN SUPIORI
TTD/CAP
Dra. FERRA WANGOAL, M.Si
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